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	The People's Online Complaint Aspiration Service System (LAPOR) has emerged as a significant innovation in Indonesia, contributing to increased responsibility, accountability and openness in public services. One of the big cities in Indonesia, Malang City, has implemented this method as an effort to increase the efficiency of services provided to the community. This essay uses a combination of qualitative and quantitative research approaches. The number of complaints, response times, and resolution rates are all measured. It seeks to understand users' experiences and perceptions of the system through a qualitative research approach. Collect information regarding the number, nature and location of complaints as well as the time and place of response from the Malang city LAPOR database. Data shows that several regional apparatuses in Malang City have a high response rate to public complaints, an average of 93.67% for SAMBAT WEB and 84.85% for SAMBAT SMS. This shows that the online complaint system has succeeded in meeting the public's expectations and needs for fast and effective responses to their complaints. 
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PENDAHULUAN
Prioritas utama organisasi publik adalah keunggulan dan pelayanan yang unggul. Ketika informasi terbuka dihubungkan dengan kegiatan sukarelawan, hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, harapan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal kini bergantung pada instansi pemerintah (Prianto, 2023). Inovasi merupakan hal yang krusial bagi pengembangan pelayanan publik di sektor publik. Inovasi menggantikan praktik lama dengan produk baru. Artinya, secara teori, setiap pelayanan publik harus menyertakan penemuan baru (Marten, 2016)
Menurut penelitian (Wiguna & Gorda, 2021) derajat kepuasan masyarakat yang berasal dari standar pelayanan yang akuntabel dapat digunakan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pemberian Pelayanan Publik, 2017). Peran aparatur negara sebagai pelayan masyarakat tersirat dalam pelayanan yang diberikannya.  Oleh karena itu, peralatan memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan publik.  Hal ini dapat menjadi ukuran kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Salah satu aplikasi yang ditekankan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan telah mengalami beberapa perubahan penting adalah sistem pengaduan online. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan meningkatkan taraf pelayanan pemerintah. Indonesia telah menerapkan Sistem Layanan Pengaduan Aspirasi Rakyat Online (LAPOR), sebuah inovasi signifikan yang berkontribusi terhadap peningkatan ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Pendekatan ini telah diterapkan di Kota Malang, salah satu kota terbesar di Indonesia, dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendekatan ini telah diterapkan di Kota Malang, salah satu kota terbesar di Indonesia, dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) menjadikan LAPOR ini sebagai salah satu komponennya. Saluran ini tersedia bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik di bawah standar yang mereka temui atau gunakan. Masyarakat setempat mempunyai forum untuk berpartisipasi dalam meningkatkan standar layanan melalui LAPOR, dan mereka dapat menyuarakan keluhan mereka mengenai layanan kesehatan yang di bawah standar. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pemberian pelayanan publik. Selain itu, indikator ini merupakan salah satu instrumen paling penting yang tersedia bagi penyedia layanan publik untuk menilai kualitas layanan yang mereka berikan. 
Saluran layanan publik akan memberikan peluang lebih besar bagi warga negara yang terlibat untuk terlibat dalam menciptakan dan meningkatkan layanan publik berkualitas tinggi. Ketersediaan dan kualitas layanan yang ditawarkan oleh otoritas publik dapat ditingkatkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan layanan publik, berdasarkan studi ekstensif mengenai topik tersebut. Pentingnya kemajuan teknologi informasi dalam mempercepat proses konstruksi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan konstruksi juga telah ditekankan oleh beberapa penelitian.
Sebelum diterapkannya sistem LAPOR, Pemerintah Daerah menangani pengaduan secara tradisional, yaitu melalui surat, kotak saran, atau pengaduan langsung ke instansi terkait. Namun karena masyarakat terkadang enggan menyampaikan pengaduan dengan cara tradisional karena dianggap terlalu memakan waktu dan berbelit-belit, hal ini dinilai kurang efektif dan tidak berarti. Akibat hal ini, masyarakat menjadi enggan untuk mengadu ke lembaga pemerintah (Wiguna & Gorda, 2021)
Meskipun terdapat penelitian mengenai keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, saat ini masih terdapat kekurangan penelitian yang mengkaji efektivitas sistem pengaduan online seperti LAPOR dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat daerah, khususnya di perkotaan di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan melalui LAPOR di Kota Malang dalam upaya menutup kesenjangan informasi tersebut.
Lenvine dalam (Mirnasari, 2013) menyatakan bahwa hasil pelayanan publik dalam demokrasi harus memenuhi tiga syarat, yaitu sebagai berikut: 
1. Kemampuan penyedia jasa dalam beradaptasi terhadap kebutuhan, harapan, aspirasi, dan harapan kliennya dikenal dengan istilah responsiveness. 
2. Tanggung jawab adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan pedoman organisasi dan administratif yang tepat dan telah ditetapkan. 
3. Akuntabilitas, sering juga disebut akuntabilitas, adalah metrik yang menunjukkan seberapa dekat proses penyediaan layanan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan standar sosial yang berkembang.
Berdasarkan konteks tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Seberapa sukseskah Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan melalui keterlibatan masyarakat melalui sistem LAPOR? Dengan demikian, teori yang dikemukakan adalah kemampuan sistem LAPOR dalam melibatkan masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan publik Kota Malang. Tujuan Penelitian pada artikel ini adalah untuk menilai seberapa baik partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan melalui LAPOR di Kota Malang dan untuk memberikan gambaran tentang fungsi platform pengaduan online dalam meningkatkan standar pelayanan publik daerah.
METODE PENELITIAN
Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Arikunto mengklaim penulis melakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan metodologi studi kasus. Informasi dari sumber primer yaitu informasi dari sumber yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini. Teknik Purposive Sampling digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi informan (Sugiyono, 2014). Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan tujuan, bukan faktor acak, regional, atau strata (Arikunto, 2000). Mengumpulkan data dari database LAPOR Kota Malang mengenai jumlah, jenis, dan lokasi pengaduan serta waktu dan lokasi tanggapan. Sumber informasi utama penelitian ini adalah Laporan Pengaduan Kota Malang. memanfaatkan berbagai metode dan sumber pengumpulan data selain situs SAMBAT untuk menguji kebenaran informasi tertentu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Efisiensi Platform LAPOR Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat
Layanan Aspirasi dan Pengadaan Online Rakyat (LAPOR) merupakan sarana media sosial dua arah yang memfasilitasi interaksi masyarakat-pemerintah dengan memungkinkan pemantauan pelayanan publik dan pembangunan melalui penggunaan konsep dasar dan terpadu. Pada tahun 2020 terdapat 869 pengaduan terkait penggunaan aplikasi SAMBAT WEB dan SAMBAT SMS secara bersamaan pada lima perangkat daerah yang memiliki jumlah pengaduan terbanyak, menurut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang merupakan salah satu bagian dari Bidang Komunikasi dan Informatika Publik. Agar unit layanan pengaduan dianggap berhasil, semua pengaduan harus ditangani oleh pejabat daerah yang berwenang. Sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) Kota Malang, antara lain waktu tanggap, kualitas penanganan, kepuasan masyarakat, dan transparansi dalam menangani pengaduan.

Gambar 1: Respon Perangkat Daerah Terhadap Pengaduan Masyarakat Melalui SMS

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Berdasarkan (Gambar 1) di atas, 84,85 persen keluh kesah warga Kota Malang yang disampaikan melalui jaringan SMS ke lima organisasi daerah membuahkan tanggapan dari beberapa pejabat daerah. DPUPRPPKP mendapat tanggapan pengaduan tertinggi sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa penanganan tanggung jawab lembaga mereka sangat baik. Satpol PP dan PMPTSP Disnaker menerima pengaduan pada kisaran 95%. Dishub dinilai kurang responsif karena berada di angka 58,54 persen, namun Dispendukcapil berada di angka 86,84 persen, menunjukkan responsif terhadap kekhawatiran yang muncul.






Gambar 2: Respon Perangkat Daerah Terhadap Pengaduan Masyarakat Melalui Sambat Web

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informastika Kota Malang
Pada (Gambar 2) menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menangani pengaduan masyarakat melalui koneksi web. Dengan rata-rata sebesar 93,7 persen, DPUPRPKP dan Disnaker PMPTSP mencapai 100 persen, Dispendukcapil mencapai 97,92 persen, serta Dishub dan Satpol PP masing-masing sebesar 90,53 dan 90,24, pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Web Sambat dilaporkan sangat responsif. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan tersebut diterima dengan baik oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, kemudahan penggunaan Web Sambat juga karena kepraktisannya. Untuk mengajukan pengaduan, seseorang hanya perlu memiliki koneksi internet di ponsel pintarnya.
	Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa warga Kota Malang telah aktif memanfaatkan WEB SAMBAT dan SMS SAMBAT sebagai mekanisme pengaduan online berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Tingginya volume pengaduan menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pelayanan publik yang mereka terima dari instansi daerah. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat menunjukkan seberapa efektif kontribusi masyarakat terhadap peningkatan layanan. Data menunjukkan beberapa perangkat daerah di Kota Malang cepat tanggap terhadap pengaduan masyarakat; waktu respons rata-rata untuk SAMBAT WEB dan SAMBAT SMS masing-masing adalah 93,67% dan 84,85%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengaduan online telah berhasil memenuhi harapan dan permintaan masyarakat akan pengaduan yang cepat dan efektif. Keefektifan sistem Balanced Scorecard dalam hal daya tanggap dan pelayanan masyarakat yang diberikan dapat dilihat dari tingginya reaksi dari organisasi lokal seperti DPUPRPKP dan Dinas Ketenagakerjaan PMPTSP. Prosedur administrasi publik kedua perangkat daerah tersebut terlihat berjalan efisien berdasarkan volume tanggapan yang diterima.
	Merujuk pada penelitian (Harahap, 2022), sejumlah kasus layanan pengaduan sudah sesuai aturan namun tidak tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan adanya hambatan dalam penyampaian pengaduan, seperti sumber daya manusia yang tidak memadai, keterbatasan sistem, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan mengambil langkah-langkah seperti memperbaiki sistem, mempekerjakan lebih banyak staf, dan mendidik masyarakat tentang pentingnya mengajukan pengaduan.
	Data mengenai kecepatan pemerintah daerah dalam menangani keluhan masyarakat merupakan salah satu indikator efektivitas sistem informasi manajemen. Sistem pengaduan online seperti SAMBAT WEB dan SAMBAT SMS mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan berbagi informasi mengenai pengaduan masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah meresponsnya dengan cepat dan efektif. Salah satu contoh inovasi teknologi informasi administrasi publik yang dapat meningkatkan ketepatan waktu dan transparansi pelayanan publik adalah sistem pengaduan online LAPOR. Tingginya ketanggapan pemerintah daerah di Kota Malang terhadap permasalahan masyarakat melalui LAPOR menunjukkan nilai inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Kota Malang terus mencari cara untuk menjawab permintaan dan keluhan masyarakat serta meningkatkan kinerja penyedia layanan tersebut. Selain itu, Pemkot Malang juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengaduan. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan masyarakat lebih fokus dan efisien, serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Malang tidak mengalami kesulitan dan hambatan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui dua cara yakni langsung melalui jalur resmi atau online melalui media sosial, website, dan pesan singkat.
	Pengolahan data terkait kesesuaian pelapor terhadap pengaduan atau laporan yang telah diperbolehkan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Malang pada akhirnya akan diketahui dan perlu dilakukan peninjauan kembali atas laporan/pengaduan yang disampaikan. Data tersebut akan diolah sesuai dengan data pelaporan yang disampaikan di lapangan yang telah ditentukan pemerintah Kota Malang. Pengolahan data yang siap digunakan dalam penanganan di lapangan akan dikaji kembali untuk dijadikan alat evaluasi bagaimana penanganan di lapangan selama ini setelah mengelola pencarian data yang bermasalah dan apakah letak datanya sesuai dengan data pelaporan.
	Kualitas pelayanan publik mengacu pada standar tinggi yang diharapkan masyarakat dari pengadilan dan pelayanan publik agar dapat memenuhi tuntutannya (Pratama, Inka Nusamuda Pratama. Darmansyah. Subandi, 2023). Kinerja organisasi publik berdampak pada kualitas layanan yang diberikannya; semakin buruk kinerja suatu organisasi publik, maka semakin rendah pula kualitas pelayanan yang diberikannya. Sejumlah indikator atau dimensi menjadi landasan penilaian kualitas pelayanan publik, termasuk namun tidak terbatas pada bukti fisik langsung, jaminan, keandalan, daya tanggap, dan empati. Data yang menunjukkan penurunan jumlah pengaduan masyarakat yang cukup signifikan mendukung temuan penelitian bahwa layanan LAPOR Kota Malang memberikan kualitas responsif yang cukup baik dalam menanggapi pengaduan masyarakat.
	Tinjauan terhadap kualitas sistem penerapan LAPOR mengungkapkan sejumlah elemen penting dalam penanganan pengaduan. Pertama, program ini telah terbukti mencapai tujuan utamanya yaitu menangani pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan publik.  Hal ini menunjukkan bahwa penerapan LAPOR memenuhi prasyarat pengelolaan pengaduan yang efektif. Selain itu, pernyataan tersebut mencatat bahwa aplikasi tersebut telah berhasil meningkatkan efisiensi penanganan pengaduan, sehingga menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi tersebut telah memfasilitasi prosedur manajemen yang lebih cepat dan efisien. 
Untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara, diperlukan faktor/kriteria kualitas pelayanan publik yang dapat menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Kualitas pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang dapat dinilai dari 5 dimensi, yaitu:
1. Bukti temuan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa fasilitas pendukung pelayanan sudah memadai dan membantu proses pelaksanaan masyarakat.
2. Jika komunikasi yang dilakukan lebih terfokus pada pemberian standar pelayanan yang ramah dan bertugas berkorespondensi dengan pihak yang datang menyampaikan pengaduan, maka temuan penelitian akan diperoleh. Melayani masyarakat dan masyarakat dilatarbelakangi oleh konteks komunikasi dalam memberikan pelayanan yang baik, khususnya ketika berkomunikasi sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. 
3. Pelayanan publik saat ini dinilai lebih reseptif terhadap penilaian yang dilakukan di masyarakat. Dengan kata lain, organisasi ini menunjukkan tingkat respons yang patut dipuji terhadap kebutuhan layanan ketika melaksanakan kewajibannya, khususnya yang berkaitan dengan administrasi laporan pengaduan, yang diharapkan dapat diberikan oleh masyarakat.
4. Assurance (jaminan), yaitu pemberian jaminan kepada pemohon jasa atas keamanan dan kemudahan penggunaan, khususnya apabila terdapat pengaduan masyarakat. 
5. Memberikan pelayanan prima dan memuaskan. Hal ini tercapai jika petugas pelayanan masyarakat mudah didekati, transparan, dan menerima umpan balik dan rekomendasi (Pratama, Inka Nusamuda Pratama. Darmansyah. Subandi, 2023)
Selain itu, pandangan masyarakat terhadap pelayanan yang sebenarnya mereka inginkan dapat dibandingkan untuk menentukan kualitas pelayanan publik. Seorang konsumen dianggap puas jika masyarakat menganggap praktik dan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan mereka. Peningkatan kepuasan pelanggan juga dapat memberikan sejumlah dampak positif, seperti membaiknya reputasi lembaga di mata masyarakat dan pelanggan, serta terjalinnya hubungan yang damai antara masyarakat dan penyedia layanan.
Berbicara kuantitas dari segi pelayanan publik memang saling melengkapi dan menunjang kualitas. Kuantitas pelayanan adalah banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam periode tertentu (Aisha & Kurnia, 2018). Dari segi kuantitas, OPD lebih mengedepankan masalah pelayanan langsung kepada masyarakat, baik pelaporan pengaduan maupun penyampaian masukan. Pelayanan yang mengutamakan kuantitas yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang nampaknya terus meningkat baik dari segi fasilitas maupun proses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bisa diukur dari masyarakat yang terus memberikan respon positif. 
Perangkat daerah Kota Malang telah memperbaiki cara menyikapi dan menindaklanjuti aduan masyarakat, berdasarkan database pengaduan yang dikelola perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota Malang mampu menyikapi hal ini secara efektif dengan memanfaatkan tujuan informasi untuk mendistribusikan informasi operasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kuantitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi daerah di Kota Malang, termasuk penanganan pengaduan masyarakat, mengalami peningkatan, dan jumlah pengaduan yang diterima menurun drastis.
Terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah tersebut, maka berlaku Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Kota Malang serta pendekatan, visi dan misi perangkat daerah Kota Malang. Masyarakat dapat berhubungan langsung dengan pejabat daerah atau melalui jaringan jalan. Dengan memanfaatkan media sosial, Layanan Pengaduan berkomitmen untuk memberikan akuntabilitas dan layanan masyarakat setinggi-tingginya.
Berikut ini diuraikan langkah-langkah penyelesaian pengaduan masyarakat yang diterima oleh instansi daerah di Kota Malang:
1. Seluruh dasar pelaporan tingkat awal dicatat dengan menggunakan disposisi pelaporan. Peran berikut masih terbuka: sekretaris; kepala pengelola parkir; kepala transportasi; kepala lalu lintas; dan kepala UPT sarana dan prasarana. 
2. Sistem pembukuan surat pengaduan yang komprehensif yang mendokumentasikan asal usul surat, beserta pelaporan dan penyampaian dari pelapor dan masyarakat/masyarakat yang memerlukan tindakan resmi, semuanya didokumentasikan dalam lembar disposisi yang disetujui oleh sektor jasa.
3. Mengelola pengolahan data di bidang yang berkaitan dengan kesesuaian pelapor pengaduan atau laporan yang telah disahkan oleh ketua atau sekretaris organisasi perangkat daerah Kota Malang. Hal ini mencakup pemrosesan awal data yang nantinya akan diketahui dan menentukan apa saja yang perlu dinilai terkait dengan laporan atau pengaduan yang disampaikan. 
4. Setelah laporan penanganan lapangan diproses oleh sektor terkait dan disetujui oleh kepala bagian terkait, sebaiknya melakukan pemantauan langsung di lapangan dan mencari data dokumentasi foto. Tindakan-tindakan ini akan menjadi dasar laporan lapangan awal, yang selanjutnya akan dievaluasi untuk menentukan apakah laporan tersebut sesuai untuk permasalahan yang ada. disediakan oleh orang yang mengajukan laporan. 
Semua lembaga pemerintah tentu harus mengadopsi tren ini mengingat kemajuan teknologi dan layanan publik yang inovatif (Hamrun. Harakan et al., 2019). Untuk mengatasi masalah ini, beberapa pemerintah secara proaktif mendorong pemerintahannya untuk menawarkan layanan publik hanya melalui platform digital (Luca Tangi, Marijn Janssen, Michele Benedetti, 2021). Penggunaan media sosial semakin populer dan sebagian besar dilakukan secara online, khususnya dengan aplikasi Instagram. Organisasi perangkat daerah Kota Malang harus selalu mengupdate data terkini atau berita terkini dan kinerja yang ditangani termasuk pemberitaan dan pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat yang mengikuti akun Instagram organisasi perangkat daerah Kota Malang selalu mendapatkan berita terbaru yang diunggah. dari organisasi perangkat daerah Kota Malang. Sedangkan untuk pelaporan pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui direct message.
B. Hambatan Pada Penerapan Platform LAPOR dalam menangani pengaduan masyarakat di Kota   Malang 
1) Kurangnya Informasi Kepada Masyarakat
Permasalahan ini sering terjadi pada tahap awal pelayanan. Artinya, kesalahan fatal bisa saja terjadi akibat ketidaklengkapan data, baik karena kurangnya informasi dari pelapor atau informan, atau kurangnya informasi dari pejabat daerah Kota Malang. Hal ini berlaku bahkan ketika ada pernyataan yang tidak jelas atau disalahartikan. Pemerintah daerah di Kota Malang harus lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengolahan dokumen kependudukan tentunya disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat.
Tidak selalu mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat; miskomunikasi juga bisa terjadi. Namun dengan menggunakan model komunikasi, sebuah pesan dapat dikemas secara efektif (Ismandianto et al., 2019). Selain itu (Siagian & Khair, 2018) memiliki keyakinan yang sama bahwa semua hubungan formal dan informal harus dikembangkan dalam kerangka organisasi untuk menumbuhkan kerja sama tim yang erat dan harmonis dalam hal komunikasi. Hal ini akan membuat mereka terbiasa berbicara secara efektif dengan semua orang dan dengan cepat mengembangkan kebiasaan melakukannya. agar tujuan suatu bahan atau alat tercapai.Selain itu, organisasi perangkat daerah di Kota Malang telah menyediakan berbagai media kepada masyarakat umum untuk membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Platform media sosial yang dapat diakses masyarakat umum adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan email.
2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Temuan evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang sering menghadapi kendala dalam menanggapi keluhan masyarakat karena banyaknya informasi palsu dari jurnalis dan reporter. Sebab, karena kurangnya kesadaran masyarakat, prosedur pelaporan pengaduan seringkali menghasilkan pencatatan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, kekhawatiran dan pengaduan yang telah ditanggapi sebelumnya atau yang tidak jelas alasannya didokumentasikan sebagai komponen alur kerja perangkat daerah Kota Malang. Penting untuk menyampaikan informasi melalui perangkat ini sedemikian rupa sehingga masyarakat umum dapat dengan mudah menyerap atau memahaminya karena kurangnya kesadaran masyarakat berhubungan langsung dengan kurangnya pengetahuan.
3) Keterlambatan Waktu 
Salah satu hambatan pelayanan publik terhadap kemampuan perangkat daerah Kota Malang dalam menangani permasalahan masyarakat adalah adanya anggapan yang dianut oleh sebagian pihak bahwa waktu yang diperlukan untuk menangani pengaduan sangat lambat. Alasannya adalah karena dokumen yang diperlukan seringkali tidak tersedia, maka penyelesaian pengaduan masyarakat akan memakan waktu lebih lama. Pemerintah Kota Malang telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak ada layanan yang menerima data yang hilang atau tertunda secara administratif. Hal inilah yang menyebabkan aparat daerah Kota Malang memberikan perhatian khusus pada pelayanan tahap pertama, termasuk memastikan keakuratan informasi pelapor sehingga prosedur pengaduan dapat dipercepat dan ditangani dengan sukses.
Terkait efisiensi waktu, khususnya dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, organisasi perangkat daerah Kota Malang secara konsisten menilai kehati-hatian aparatur organisasi dalam menangani pengaduan masyarakat, apakah filosofi pemberian layanan aparatur sesuai dengan preferensi masyarakat, dan kesiapan aparat dalam menawarkan dan memfasilitasi. pelayanan publik. Selain itu, organisasi perangkat daerah Kota Malang secara konsisten menilai kinerjanya berdasarkan permintaan dan kritik masyarakat yang ditujukan kepada penyedia layanan.
KESIMPULAN
	Warga Kota Malang telah aktif memanfaatkan WEB SAMBAT dan SMS SAMBAT sebagai mekanisme pengaduan online sesuai data yang berhasil dikumpulkan. Tingginya volume pengaduan menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pelayanan publik yang diterimanya dari berbagai instansi di daerah. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat menunjukkan seberapa efektif kontribusi masyarakat terhadap peningkatan layanan. Data menunjukkan beberapa perangkat daerah di Kota Malang cepat tanggap terhadap pengaduan masyarakat; waktu respons rata-rata untuk SAMBAT WEB dan SAMBAT SMS masing-masing adalah 93,67% dan 84,85%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengaduan online telah berhasil memenuhi harapan dan permintaan masyarakat akan pengaduan yang cepat dan efektif. Keefektifan sistem Balanced Scorecard dalam hal daya tanggap dan pelayanan masyarakat yang diberikan dapat dilihat dari tingginya reaksi dari organisasi lokal seperti DPUPRPKP dan Dinas Ketenagakerjaan PMPTSP. Prosedur administrasi publik kedua perangkat daerah tersebut terlihat berjalan efisien berdasarkan volume tanggapan yang diterima.
Data yang menunjukkan penurunan jumlah pengaduan masyarakat yang cukup signifikan mendukung temuan penelitian bahwa layanan LAPOR Kota Malang memberikan kualitas responsif yang cukup baik dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Terkait efisiensi waktu, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang secara konsisten menilai kehati-hatian aparatur dalam menangani pengaduan masyarakat, apakah filosofi penyampaian layanan aparat sesuai dengan preferensi masyarakat, dan kesiapan aparat dalam memberikan dan memfasilitasi pelayanan publik. Selain itu, kelompok perangkat daerah Kota Malang secara konsisten menilai kinerjanya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kritik yang diberikan kepada penyedia layanan, sehingga memungkinkan penyelesaian yang tepat atas setiap kendala yang dihadapi.
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